
MENTER! DALAI\,1 NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NO:\!IOR 19 TAHUN 202C 

TENTA:\"G 

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN K:IUANGAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHA.'."'\J YANG l\1AHA ~SA 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLE{ INDONESIA, 

a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelcla 

keuangan daerah, perlu dila~ukan pengukuran :.nde~s 

pengelolaan keuanga.~ daerat.; 

b. bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan per:::binaan 

terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemer~ntah 

daerah provinsi dan gubemu::- sebagai wakil pemerintah 

pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota; 

c. bahwa berdasarkEn per::imbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap~an 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentar:g Peng:.::kuran 

Indeks Pengelolaan Keuangar: Daerah; 

1. Pasal 17 ayat (3) Uncang-Undang Dasar Negara RepuI::lik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3~ Tahun 2008 

Keme::1 terian Negara (Lemnaran Negara 

tentang 

Re-ou::lik 

Indonesia Tahun 20(8 Nomm: 166, Tambahan Ler:::b2ran 

Negara Republik Indcnesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Pen:erintahan Daerah (Le:nbaran Negara Re-ou-::;lik 

Indonesia Tahun 20::.4 Nomor 244, Tambahan Lerr.brran 
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Negara Republik Indonesia ~omor 5587) seba.gaimana 

tela:i. beberapa kali diubah: terakhir dengan Cr:dang­

Unc.ang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ::<:edua 

atas Undang-Unc.ang Nomor 23 Tahun 201L :entang 

Pemerintahan Daerah (Lenbaran Negara Rep-...1blik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le:nbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomo:- 12 Tahun 2017 :entang 

Pembinaan dan Pengm:vasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Ler.:ibaran Negara Rep-...1blik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Le:nbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomo:- 12 Tahun 2019 :en tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran :Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor L2, Ta:n"::)ahan 

Lembaran Negara Republik Ir:donesia Nomor 632:2::; 

6. Peraturan Presiden Nomor ~ 1 Tahun 2015 :entang 

Kemente:rian Dalam Negeri (Lembaran Negara Rep·...1blik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATU:<AN MENTER! D..A.U\_M NEGERI TEN'::"AKG 

PENGUKUAAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGA:'.\J DA3RA.H. 

BAB I 

K~TENTUAN -JMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu:-an Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Indeks Pengelolaan Keuangar: Daerah yang se~an:--c..tr:ya 

disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetap:;.<:2.n 

berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator -.1....7t...:.k 

menilai ~ualitas kinerja tata kelola keuangar.. c..aerah 

yang efektif, efisien, transpa:-an, dan akuntabel -:iala:n 

periode tertentu. 

2. Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daera:: yang 

selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suatu :::esar2.n 
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yang terdiri dari indikator-inc.ikator ?engukuran i..rideks 

pengelolaan keuangan daerah 

Pengelolaan Keuangan 

kegiata:i yang meliputi 

Daerah 2.calah 

perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaar:., 

keseluruhan 

peng2.nggaran, 

pel2.poran, 

per:.anggungjawaban, dan pengawasan keua:igan 

daerah. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u::1sur 

per:yelenggara pemerintahan daerah yang me=.1mpm 

pelaksanaan urusan pemerintahan y2.ng me:ijadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer2.:1 yang 

sel2.nju:r:ya disingkat RP JMD adalah do~en 

perenc2.naan daerah untuk pe'!."iode 5 (lima) tahun 

6. Rencana Pembangunan Tah-,_:man Daerah sela::j-.J.tnya 

disebut Rencana Kerja P~merintah Daer2.h yar:g 

selanju:r:ya disingkat RKPD adalah doi:<:Lmen 

perenc2.naan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Beian~a 

Daerah yang selanjutnya disir:gkat KUA adalah doi:<:t::.men 

yang me□uat kebijakan bidan;g pendapatan, belan~:a, clan 

pembiay2.an serta asumsi yang mendasarinya -~_mtuk 

periode 1 (satu) ta:iun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yar.g 

selanju:r:ya disingkat PPAS ac.alah program priorit2-s dan 

patokan batas maksimal anggaran yang dfr:erikan 

kepada Ferangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan ddam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

Perangkat Daerah. 

9. Anggarar: Pendapatan Belanj2. Daerah yang sela::j.1tnya 

disingkat APBD adalah re:icana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan denga:i Peraturan Daerah. 

10. Laporan Keuangan Pemerinta":J. Daerah yang sela::j.1tnya 

disingkat LKPD adalah be:ituk pertanggungjawaban 

penge:olaan keuangan daeral: selakc .. entitas peiaporan 

selama satu periode pelaporan. 

11. Laporan Basil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Ke 1-1angan 
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adalah laporan pemeriksaar: atas LKPD untuk ::2.hun 

pelaporan. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan ur:1san 

pemerintahan dalam negeri. 

13. Badan Penelitian dar: Pengembangan Kementeriar: Dal2.m 

Negeri :,rang selar:jutnya disebut Badan L:.f::>ar:g 

Kemend2.gri adalah satuan unit kerja Kementerian 

Dalam ~egeri yang memiliki tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembang2.n di bidang pemer:ntahan 

dalam negeri. 

Pasal2 

Peraturan Me:J.teri ini bertujuan um:uk: 

a. mengukLT kinerja tata kelo:a keuangan daerah yang 

efektif, efisien, transparan dan akur:tabel dalam pericde 

tertentu; 

b. memacu dan memotivasi "'.Jemeri:'.J.tah provinsi ian 

kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja 

Penge~ol2.an Keuangan Daerah: 

c. melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi 

Pemerintah Daerah i:rovinsi, kabupaten, dan kota, 

d. memberi~an penghrrgaan kepada Pemerintah D2.erah 

yang me1niliki IPKD yang berpredikat terbaik seca:-a 

nasional; dan 

e. meningi<:2.tkan peran Apsrat Pengawas =r:t~r::12J 

Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelol2.an 

Keuanga:1 Daerah yang transparan dan akuntabel. 

BAB II 

KEWENANGAN DAN. SUMBER DATA 

PENGUKURAN INDEKS P~NGELC=._AAN KEUANGAN DA2RAH 

Pasal 3 

(1) Menteri rnelalui Kepala B2'"dan Litbang Kemendagri 

rnel2.ku~an pengukuran IPKD ?rovinsi. 

(2) Gubernu, sebagai wakil Peme:r1ntah Pusat melalui ba=.an 

penelitian dan pengembangan daerah provins:. 2.tau 
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sebutan lain :-11.elakukan pengukuran IPKD 

kab--1.paten / kota. 

(3) Pengukuran IPKD sebagaimana dima~sud pada ayat (1) 

c.an ayat (2) dilakukan terhada:;:, dokumen peren2:anaan 

pembar:gi.1nan daerah, per:ganggaran, pela~sanaan, 

pen~;erapan anggaran, dan Lai:oran Hasil Pemeriksaan 

atas LKPD 1 (satu) tahun sebe1-um tahun berja1an. 

Pasal 4 

( 1) Pengukuran IPKD sebagaimar:a dimaksud dalam ?asal 3 

ayat ( 1) dilakukan dengan :r:.enggunakan data yang 

bersumber dari: 

a. Dire~torat Jenderal Bina Pembangunan D2.erah 

Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen ~FJMD 

dan RKPD; 

b. Dire~torat Jenderal Bina Keuanga:1. Daerah 

Ke:menterian Dalam Negeri terkait dokume:1 ~CA­

PPAS dan APBD; 

c. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen 

pere:::icanaan, pengangg.a.r2.n, pelaksanaan. dan 

LKPD; 

c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

e. Ti□ Evaluasi dan Peng2.wasan ::Xealisasi Anggaran 

terkait dengan dokumen dan informasi penyerar-...an 

anggaran; dan 

f Bada.n Pemeriksa Keuar:gan terkait dokumen dan 

inforrnasi opini atas LKPC. 

(2) Penguk.1:-an IPKD di kabupaten/kota ::ileh :xcvinsi 

sebagaimana dimaksud dalan: Pasal 3 ayat (2) dil.2..r:c.1kan 

c.engan menggunaka:::1 data yang bersumber dari: 

2-. BapJeda kabupaten/kota terkait dok.1men ~FJMD 

d.a:::1 HKPD; 

b. Badan Pengelola Keuang211 Provinsi terkait dokumen 

KCA-PPAS, dan APBD; 

c. Bada:1 Perneriksa Keua:ngan Perwakilan ?rcvinsi 

terkait dengan dokumen c.an informasi op::ii atas 

LKP:.J; dan 
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d. Sistem Informasi Pemerir:-:ahan Daerah. 

Pasal 5 

( 1) Menteri ::lalam melakukan pengukuran IPKD ::>rcvms1 

sebagairr.ana dimaksud dalam Pasal 3 avs.t (1) 

membentuk tim yang susunar: ~eanggotaan:iya meliputi: 

a. Penanggung Jawab : Kena.la Badan Per:.elitian can 

b. Ke:ua 

C. Waldl Ketua 

d. Sekretaris 

e. Kelo:::npok Kerja/ 

Anggota 

Pengembangan. 

Kena.la Pu sat Litbang 

Perr:.bangunan dar: Keuangan 

Daerah, Badan Penelitiar: can 

Pengembangan. 

Direktur Perer::.can2.2.n 

Anggaran Daerah Direktorat 

Jenderal Bina Keuang2.n 

Daerah. 

Kena.la 

Daerah. 

Bidang Keua11g2.n 

Direktur pe:-encanaan, 

Evaluasi, dan Ir:fcrrnasj 

Perr:.bangunan Daerah 

Direktorat Jenderal B:.na 

Perr:. bangunan Daer':l:i, 

Direktur Pelaksanaan c.2.n 

Pertanggungjawaban 

Ke-c..1angan Daerah Dire-ktorat 

Jenderal Bina Keuang2.n 

Daerah, Kepala Biro E l.:.k1..1m 

Se~:retariat Jenderal, Direktl . .:r 

Evaluasi Kinerja c.an 

Peningkatan Ka::>asitas 

Daerah Direktorat : enderal 

Oto:::1omi Dae:cah, dan Peja::iat 

St:::-uktural, F-ungsio:ial 

Per1eliti dan/ atau Fungsio:ial 

La_._'1.nya di lingk:ungan 

Kem.enterian Dalam :\" egeri 
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.ds--i Kementerian/Lembaga 

sesuai dengan kebutuh2r.. 

(2) Gucernur sebaga:. wakil Pemerintah Pusat melak.1k2.n 

pengukuran IPKD kaht.:paten / kota se baga:.mana 

dimaksud dalam Pasal 3 ay2..i: (2) membentuk tin: yang 

sus:inan keanggotaannya rneliputi: 

a. Pens.nggung .J awab Sekretaris Daerah ?rm,-ir..si. 

Kenala Badan Penelitian dan b. Ketua 

C. \VakJ Ketua 

d. Sekretaris 

Kelo:::npok Kerja1 

Anggota 

Pengembar:gan Daerah 

Prcvinsi Atau Sebutan La~n. 

Pejabat Pengelola Keuangan 

D2..erah. 

Sekretaris Badan Peneiitian 

d2...--i Pengembangan Daerah 

Prcvinsi Atau Sebutan La~n. 

Ke:9ala Perangkat Daera:1 da::i. 

Pejabat Struktural, Fungsional 

Peneliti dan/ atau Fungsional 

Lainnya di lingkunga1 

Pemerintah Daer2.h :)rcvinsi 

d2.11/ atau lembaga lain sesuai 

dengan kebutuhan .. 

BAB III 

DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 6 

IPKD diu.~ur melalui 6 (enam) dimensi rn.eliputi: 

a. kesesuaian dokurr:en perencar:aan dar: penganggaran; 

b. penga:okasian angga:-an belan_ja dalam APBD; 

c. transpar2.nsi pengeloi.aan keua.ngan daerah; 

d. penyerapan anggarac; 

e. kondisi keuangan daerah; dan 

f. opini Ba.dan Pemeriksa Keuar:gan atas LKPD. 
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Pasal 7 

Kesesuaian dokumen perenca::a211 dan pengar..ggar211 

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 huruf a mencakup 

indikator: 

a. kesesuai&.n nomer:.klatur prog::a□ RPJMD dan RKFD; 

b. kesesuai2.n nomer:.klatur prog::-a□ RKPD dan KUA-?PAS; 

c. kesesuais..n nomer:.klatur prog:·ar:i KUA-PPAS can P.~PBD; 

d. kesesuai2-n pagu program RK?D dan KUA-PPAS; da:1 

e. kesesuai2.n pagu p:::ogram KUP._-PPAS dan APB=>. 

Pasal 8 

Pengalokasian anggaran belanja -:ialam APBD seb2.gaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 :turuf b mencakup: 

a. penyediaan alokasi anggar2.11 belanja un:uk fungsi 

pendidiks..n sebesar 28% (dua ;mluh persen); 

b. penyediaan alokasi anggara:.1 belanja unt1k uruS211 

kesehatan sebesar 1 C% (sepuiuh persen) diluar gaji; 

c. penyediaan alokasi a::iggaran -'.)elanja untuk ir:.frasuukt1:.r 

sebesar 25% (dua p·uluh lima persen) dari ?enerima.2. ... 11. 

dana trar. sfer; dar: 

d. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenu~u 

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan keter:.tu,2.:.11 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(1) Transparansi pengelclaan ket.::.angan daerah sebagaimana 

dimaks:1d dalam Pasal 6 huruf c mencakup indik2.-:::or: 

a. kete:;.,atan vvaktu; dan 

b. kete:-aksesan 

(2) Ketepatan waktu sebaga..imana dimaksud pad.a a.vat C-) 

huruf a merupakan pengu..~uran terhadap pe:1.yajian 

dokumen perencanaan, pelc:ksanaan, pelaporan, cl.2.n 

pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Peme:-int2.h 

Daerah r.:ielaJ.ui Sister,1 Jnfor=iasi Pemerintahan Daer2.h 

secara tepat wakt-..1 deng2n memperhatikan ::n2.sa 

penyajiar:. info:-:masi dokumer:. pcling lama 30 (tig2. :;L1lu:1) 



hari kalender setelah d::etapkan sesuai :leng&.n 

ketentuaa peraturan perunda__---:g-undangan. 

(3) Keteraksesan sebagaimana dbaksud pada ayat (~) hur'..1f 

b, merupakan pengukuran te:rhadap penyajian dckumen 

perencanaan, pelaksanas-i, pelaporan, dc..n 

pertar..ggungjawaban keuangar: daerah yang dapat 

diakses 2tau diundu:1 secara umum dan terbuka unh:.k 

publik melalui Sistem Inforrr:asi Pemerintahan ::Jaeran, 

sekurang-kurangr:ya selama c.ua tahun angga.ran. 

Pasal 10 

Penyerapan a::1.ggaran sebagaimar:a dimaksud dala1:1 ?asal 6 

huruf d, mencakup indikator :,'ang disesuaikan dengan 

struktur anggaran belanja dalam A.:_':JIBD meliputi penye:-apar:: 

a. anggaran belar~ja operasional; 

b. anggaran belanja modal; 

c. anggaran belanja tidak terduga, da:11. 

d. anggaran belanja traasfer. 

Pasal 11 

Kondisi keuar:_gan daerah se b<-'tgairr:ana dimaksud dala:n ?asal 

6 huruf e mer:cakup i!1dikator: 

a. kemandirian keuangan; 

b. fl.eksibijtas keuangan; 

c. solvabilitas operasional; 

d. solvabilitas jangka pendek; 

e. solvabilitas jangka panjang; dan 

f. solvabilitas layanan. 

Pasal 12 

Opini Bada.:1. Pemeriksa Keuanga..:.7. atas LKPD se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ht:!ruf f dJ2.kukan berc.asarka;,1 opi11i 

Badan Pemer:ksa Keuangan atas ::..KPD yang di2.uc.it selama 3 

(tiga} tahun terakhir bertw:ut-turu:. 
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Pasal 13 

Untuk daerat. yang rr:as11 mehgg,..:nakan struktur a::gg2.ran 

belanja sesl:ai peraturan perl:ndang-undangan se·:Jelurn 

berlakunya peraturan pemerir:.tah t-::ntang ?engelolaan 

Keuangan Daerah, dimensi penyerapan a::gg2.ran 

sebagaima..'1.a :iimaksud dalarn Pasal 6 hur.1f d, menggunakan 

indikator yang meliput penyerapar:.: 

a. a.nggarar:. bela.nja pegawai; 

b. anggaran belanja bunga; 

c. anggarar. belanja s-.1tsidi; 

d. anggarar:. belanja hiba.h; 

e. anggarar:. belanja bar::.tuan sos:al; 

f. anggarar:. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, 

g. anggarar:. belanja :id2.k terduga; 

h. anggarar:. barang da!: jasa; da:c 

1. anggarar:. bela:nja .mo::ial. 

BAB IV 

PENGUKCRA)J INDEKS PENGELOL.t\AN KEUANGAN DAERAH 

Pasal lL 

Penentuan booot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud ::iala:n 

Pasal 6 c.iteta:;_Jkan sebagai beri.kut: 

a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penga::gg2.ran 

sama der:.ga:e 15 (li:na belas); 

b. pengalckasian anggaran be~anja dalam APBD sama 

dengan 20 (dua pu:uh); 

c. transparansi Pengelo:aan Kel:angan Daerah sama dengan 

15 (lima ·:Jelas); 

d. penyeraran anggaran sama dsngan 20 (dua puluh); 

e. kc,ndisi keuangan daerah sarna dengan 15 (jn::2. cel2.s); 

dan 

f. opm1 B2.dan Pen:eriksa Keuangan atas LKFD sama 

de::1.gm1 :s (lirna belas). 



- 11 -

Pasal 15 

( 1) Pemering~<.:ata:-1 ::.1asil pengukuran IPKD ::•rcv1ns1 

dilakt:.kan secara nas1onal. 

(2) Pemeringkata:-i h2.sil penguk..:.ran IPKD kabupaten1 km:a 

dilakt:.kan terhac.ap kabup2.ten/kota dalam :-egional 
. . . . 

mas1ng-rnasmg prov1ns1. 

Pasal 16 

(1) PengLkuran IPKD di~akukan ci.engan menjumlah s:e~---1r..:..h 

hasil :;,erkalia:-i masir:g-masing bobot dimens: dan indeks 

dimer:si. 

(2) Keten:uan lebih lanjut menger:ai teknis pengukuran :PKO 

seb2.gaimana dimaks-u.d pada ayat (1), terca:::iturr: d.ala::n 

Lamp:ran yang merupakan b2.gian tidak terp1sahkan dari 

Peratt:ran Menteri ini .. 

Pasal 17 

( 1) HasJ pengukuran IFKD se b2.gaimana dimaksud calam 

Pasal 16, dikelorr.pokan -:Jerdasarkan kemar:i::)uan 

keuar:gan daerah. 

(2) Kerr:.a::npuan keuangan daerah sebagaimana dimakst::d 

pada ayat (1) rneliputi: 

a. Lnggi; 

b. sedang; dan 

c. r':;ndah. 

(3) Pengelompokan k~mampuan keuanga::1 ds.erah 

sebagairnana dimaksud padc.. ayat (2), sesuai deng2-n 

keten-::1..mn peraturan :;Jerundar:g--undangan. 

Pasal 18 

Hasil pengukuran IPKD se b2_gaim2:_na dirnakst::d dalam Pasal 

17 ayat (1) meiiputi: 

a. peri::.1.gkat baii-c der:gan nilai A; 

b. perbgkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan 

c. perbgkat sangat perh.1 perhai~an dengan nilai C. 
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Pasal 19 

( 1) Hasil pengukuran IPKD se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1), un:uk pemerintah provinsi dite-..c..pkan 

setiai: tat.un dengan Keputus2n Menteri. 

(2) Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayac (2), untuk ~merintah kabupaten/kota 

ditetapkan setiap tahi..-1ll denp,ar:. Keputusan Guberr.t::.r. 

(3) Guternur menyampaikan laporan hasil pe::::gu.:.(uran 

IPKD :Jemerin tah kabupaten/ kota se b2.gai::nana 

dimaks-.1d pada ayat (2) kepada Menteri palir..g lambat 

Bular.. Ju...i tahun berii(utnya. 

(1) Dalan: rangka 

Pasal 2G 

pemberia:::: penghargaan kepada 

Pemerintah Daerah provins1. daerah kabupate::1 dan 

daera:i kota atas pengukur211 IPKD dengan :::1:,:0.inasi 

peringka.t baik, Menteri m.enetapkan predikat :e:-baik 

secara nasional. 

(2) Predikat :erbaik seca:-a nasicnal sebagaimana dimaksud 

pada aya: (1) meliput:.: 

a. 1 ( satu) daera.h provins::. yang berpredik2:: :.erbaik 

untLk 
. . 

masmg-masmg kategori kema_up---IBn 

keu2.ngan daeral:. tir:.ggi, sedang dan rendat.: 

b. 1 (satu) d2.erah kabupaten yang berpred:kat :erbaik 
. . 

U11tc.k masmg-masmg kategori kema_--np"L:.an 

keu2..ngan daerat. tinggi, sedang dan rendat.· ac..n 

c. 1 (satu} daerah kota yang berpredikat terbaik :intuk 

semua kategori kema:cnpuan keuangar:. daerah 

tinggi, sedang dan renda::. 

(3 'J I-1~ar-.:il k _,_ p1;ng1.L uran IPKD Pernenntah Daerah 

berpredikat terbaik secarn. nasional sebc.gairnana 

dimaks-..1d pada ayat (2}, dapat dijadikan dasar dalam 

pemberia::.,. insentif sesuai dengan ketentuan :;:eraturan 

perundar:.g-ur.dangar_. 

(4) Menteri membenkan pe:.:1ghargaan se bf.:..gaim8la 

dimaks·,1d pada ayat (1) secara nasional pad.a Bulan 

Agustus setiap tat.un. 
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Pasal 2::.. 

(1) Berdasarkan hasiJ pengukuran IPKD bagi Pemerint2.:1 

Daerah dengan peringkat sangat perlu perbai,:c2.::1 

sebagaimana clirnaksud dalarr::. Pasal 18 huru:: c, Menteri 

rnenetapkan predikat terburu~ secara nasiona~. 

(2) Predikat terburuk secara nasional se bagEmana 

dimaksua pada ayat :1) rnelip-..::ti: 

a. 1 ( satu) daerah provinsi yang berpredikat terbur<2k 

untuk 
. . 

:masmg-rn2.smg kategori kemampu2.::1 

keuangan tinggi, sedang, :l..an rer1clah; 

b. 1 (satu) daerah kab1-.:.paten yang berpredikat 

terburuk untuk . . '• o.asmg--masmg k2.tegori 

kemamp1.mn keuangan bnggi, sedang, dan :-en.dah; 

dan 

c. 1 ( satu) daeral::. kota yang berpredikat te:rbur ...::.k 

i.:ntuk sr:::mua kategori ke:mampuan keuangan ':h7.ggi, 

sed.ang, dan rendah. 

BABV 

PBNDANJ\ ... -"~N 

Pasal 22 

( 1) Pendana2.n c.alarn pe:::1.gukurar. IPKD Pemerin tah :rrovinsi 

bersurnber pada A::1ggarai1. Pendapatan dan Bel2.nja 

Negara. 

(2) Pendanaan dalam rangka per:gukuran IPKD Pemsrint.c..h. 

kabupaten/kota d:.bebankan pa<la APBD provinsi. 

(3l Sela:.n pendana2~n sebagaimac":a di:::naksud. pada ;?_yat ( 1) 

dan ayat (2), peadanaan dap2.t berasc:1.l dari sum:::er la:.::1 

yang sah dan tidak rnengikat sesuai dengan ke-::entu2.::1 

peraturan perundang-undang81. 

Pasal 23 

Pengukuran IPKD untuk oertama lcali dilakuka:1 te:r:1ad2.p 

dokumen perencanaan pernbangu:::.a::1 daerah, per:.ganggara:1, 

pelaksanaan, penye:rapan anggaran, laporan hasil 

perneriksaan 2tas LKPD Tahu:n 201-3. 
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BAB VI 

KETENTUAN IS:'.'JUTUP 

Pasal 2.c.. 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada ta:iggal 

diundangkan. 
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Agar setia:r: orang mengeta.huinya, rr.emerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri :n: dengan penem:;,J::c.tannya 

dalam Berita Negara Republik Indnnesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Maret 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di .Jakarta 

pada tanggal 9 Maret 2020 

MENT~RI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAi\tlMAD TITO KARNAVIAN 

PERATURAN PERUNDANG-CNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAK HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK Ir-;DONESIA TAHUN 2C20 NOMOR 284 

Salinan sesuai cier:gan aslinya 

H MAP 
a (IV/c) 

03 1001 
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LAJvIPIRAN 

PERA.TURAN MENTER! :CALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 202C 

TENTANG PENGUKURA~ INDEKS PE!':GE:::...OLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

TEKNIS PENGUKURAI', =~DEKS PENGELOLAP~"l\J KEUANGAN =:)AEK.'.\H 

Pengukuran IPKD dapat c.ila~.ukan mela~ui beberapa langkah sebagai beriku: 

A. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUA:,',JGAN DAERAE 

Pengukuran IPKD dilak-ukan berdasarkan dimensi IPKD der:gan :anapan 

sebagaI berikut: 

1. Kesesuaian Dokurnen Perencanaan d2.n Penga::::.ggaran (D.1) 

a. .kesesuaian nomenklatur program RPJMC· da.n RKPD (D. l. l) 

Penilaian te:rhadap kesesuaian program RPJMC dac RKPD 

dilakuk.an dengar::. rnemperhatikan nomenklatur progra□ y2ng 

tercanturn antara c.ckumen RPJMD dan ~KPD. Apabila c.orne:r...k:l,01:.J.r 

program pada :rnsing-masing urusan pemerintahan d8n Jk:,-1ngk~L 

daerab yang teTcantum dalam RPJMD. dicennati ada ;~e&r:s·LJ;:c::.::n 

dengan norrn::nklat.1r prograr.:1 pada 
. . 

n1as1ng-1na::: ~11 g uru sa11 

pern-:ri.ntab.an clan perangkat daerah calam RKF'D, ;,.~akc: c_j11·_ai 

rnerniE.k:. kesesuaiar_ clan dibe::-ikan sk~r : . Sebal~knyci,, 2.pabJ& 

ncmenklatur · progra::n pada :;:nasing-m2..sing urusd.n perner.;ntahan 

dan. perangkat C:aera~-1 yang tercm1.tum dsar::i RRJMD, clicerrnc.:.L Leak 

rnemiiik;. kt:sesua.an atau tidak ditemukan dcng2,n nd:!i.at 

nornenklatur program pada rnasing-m2.sing urusan pemenr::tatan 

dan perangkal d.aerah dalarn RKFD, :re.aka d.i:nilai tidal< men1Lik: 

kesesuaian dan dibe.:-i.kar. sko:- 0. 

Penentuar:;. s:C.Cor kes,::suaian antara ?'rogram l"<.RJMD d~ci Rf(PD 

adalah dengan rner:jurnlahkan skor masing-masir..g progrwn y2.ng 

sesua~ dan yarig tidz .. k 8e-snai, dcm selanj"' .. :.tnya dibagi dergc'..n jum~ah 

scluruh program ~)Eda rnasing· mHsing ·_1rusa:a pemerint.ahan ,Ju"J 

perangkat chu::rnl:. pad.a RPJl\lD atai.1 R~P:J (ju:Ydah trn:al ~--!·cg:r.un 

yang terbesar). "::;"'or:r:l:tla.:~i untuk penentuan skor ;Jntar;::.. jum~ah skor 
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Sk _ D ·• l = !umlah Skor KesesL:;iian 
0. . .l. 

Jur.tlah Program 

Contoh sjm;_,112.si penghitungan skor kesesuaian a:i.tara program 

RPJMD dan RKPD sebagaimana ditujukar:. ;:>ada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Penentuan Skcr Ke&:~s1.:.aian nomenklatur pr')gram RPJMD dan RKPD 

I NO TI-RPJMD : P..KFD-:-· 
~ ' 

l_~ ___ J Program A+I ~--o_g __ T __ a_m ___ A_+---------+----i 

2 : Program B 
I 
Program B 

I I 3 Program C , - -

Penilaian Penentuan Skor 

Sesuai 1 Jumlah sesuai = L 

Sesuai 1 Jum1ah tidak sesuai = 5 

tidak sesuai r Jumlah Prograrr: = 9 I., 

tidak sesuai r 
I., 

----+-------!------------+---------+----i 
1 

4 - ~--Pr_o_g_ra_._rn_. __ D_+---------t--1 

5 Program E I Program E Sesuai 1 Skor 
,-6--+-; -_-------t!-P-. _r_o_

0

_a_ra_n ___ l _F_· --+---------- }umlal!! Skor Kesesuaiar. 

>---+--------;'------ ;u:nlah Program 
tid ak sesuai C 

D.1.1 

ticlak sesuai C 

I 
I 
' 

I 7 -· I Program G 

i 8 I Program H t_-_· _·_, -----·-------+-----t - ~ ==: 0.444 I 
1_:_~rogram I I Program I _J 

tidak sesuai C 

Sesuai 1 

I I Total ! i 
I ___ _J ~--------~~---------·-------

4 
I 

Keterangan: 

1. Program yang din.ilai adalah program pada urusan pemeLntahan 

daerah. 

2. Untuk progra::n sesuai cliberi ni1ai 1, dan ticak ses"C.8J dibeL nils.i 0. 

b. kesesuaian n,orneaklatur prog:!:"ar:1 RKPD c.an KUA-PPAS tD.1.2: 

Penilaian terhaclap kesesu2.ian program RKPD :I.an KUA-PPAS 

dilakukan · d.eng2.n memperhatikan ncmenklatur program ya::1g 

tercantum ar:tara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. .ApabJa 

nomenklatur p:rngra:::n pada rn.asing-masing urusan pemeLntal:an 

dan perangkat daerah yang :-.ercanrum c.2.lam RKPD, dicenLE.ti ac.a 

ke.sesuaian denga::1. nomenklatur progra:n ·a· . . prlr a mas1::-tg-1nasL:1.g 

urusan pemerir:tal:-:an da:1 pcrangkat daers.h clalam KUA--:?PAS. rna:c<:a 

dinilai me!'niiiki kesesuaian dan diberikar:. sko:r 1. Sebalik:nya, 2-pab:Ja 

nomenklatur prog:·am y.:.ada masing-masing ur.1san pemeLntal:an 

dan perangk2.t daerah yang terc&ntum dalam RKPD, dicermati tidak 

memiliki kesesuaian a.tau Lidak ditemukan dengan □elihat 
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nomenklatur pr.:>gra1:1 pada masing-masing urusan pemerir:tanan 

dan perangkat caeran dalam KUA-PPAS, :naka dinilai tidak □emiiki 

kesesuaian dan :::liberikan skor 0. 

Penentuar: skcr kesesuaian antara Program RKPD dan KCA­

PPAS adalal:. dengar:. menjumla:1.kan skor masing-rnas:.ng pr::>gram 

yang sesuai clan yar::.g tidak sesuai, dan selanjutnya ditagi dengan 

jumlah seluru.h prog:tam pada :rr:asing-masing urusan pemerir:.tahan 

dan perangkat daerah pada RK:PD dar:. KUA-PPAS Uum~a:1 total 

program yang terbesar). Formuiasi unh:..k penentua..11. skor anta.::-a 

jumlah skor ke:sesuaian dengan jumlah program tersebut ada~ah 

sebagai berikut: 

Skar D 1 _2 = Inmlah Kesesuaian P:-:lgram 
Jum.lah Progran= 

Contoh simc:.las:. pengukuran kesesuaian antara prog::am RKPC ctan 

KUA-PPAS sebagaim2cna ditujukan pada ta.tel berikut: 

Tabel 1 2 

Penentuan Skor Kesesuaian ;:1omen.k~atur program RKPD dar:. KUA-PPAS 

~~------~------------,--------~------------
No RKPD I KUA-P?AS I Penil2.ian Penentuan Skor 

: I 

Program A : Program A I sesuai u . ~~~gram BtProgra,n B i :esuai -: 
3 7 - \ Progra:-n. C 11dak sesuai 0 

\ 4 -·t-Pr~gram D I Progra:n-D sesuai , -'-~----1•-1-------
~

, ~ I Program E -

-~Program F j Progra.-r1 F. sesuai. ___ L._1--l 

. 7 I Program G I Progra:-n G ! sesuai rs-· i Prog~~;-;·H I tidak s·e-S-'l,_l_a_i -'--0--' 
' - ---+·-----------··-t ·---

tidak sesuai 0 

1 

Jumlah sesuai = S 

.Jumlah t:dak sest:_.s_i = 4 

Jumlah Progra::n = 9 

I 
; 

I l! Program_!_J_·-___ I tidak sesuai 

l ____ I Total ___ J__ f ! :i 

0 
-·--------------! 

____________ J 
Keterangan: 

1 Program yang d.iriile..i aclalah p:::-ograrn pada urusan perner:.ntal:an 

daerah. 

2. Untuk prograrn sesuai diberi nilai 1, clan ndak sesuai d:.bc-ri n:~ai 0. 
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c. kesesuaian nomer:klatur program KUA-PPAS clan APBD (D.1.3) 

Penilaia:i. ternac.ap kesesuaian prog.::a:n KUA-PFAS dan AP3D 

dilakukan dengan memperhatikan no:nenklatur ;>rogram ye.Ilg 

tercantum antara dokume:::1 KUA-PPAS dan APBD. Apabila 

nomenklatur progra:n pada masing--masing u:-usan pe:::nerir:.tan2.n 

dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati 

ada kesesua:an dengan nomenklatur prcgr2.m pada :nasing-r:J.as:.ng 

urusan pemerintaha!1 dan perangkat caerah dalam APBD, maka 

dinilai memiliki keses.uaian dan c:.iberikar:. skor l. Sebaliknya, apabila 

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerir:ta:ian 

dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, d:cerrr_s_ti 

tidak memiLki kesesuaian atau tidak c.itemukan dengan melihat 

nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintat.an 

dan perangkat daerah dalam .APBD, r::.aka dinilai tidak memiliki 

kesesuaian dan diberikar; skor 0. 

Penentu..=i.n sko:: kesesuaian anta.ra ?rogram KUA-PPAS dan 

APBD adalah dengan menjumlahkan sko::- masing-masing p:-og::-am 

yang sesuai da::1 yang tidak sesc:ai, dar:. selanjutnya dibagi :::engan 

jumlah seluru.h program pada n:asing-m-2..sing urusan pemeri:1tahan 

dan perangkat daerah pada KUA-PPAS can APBD Uumlat. total 

program yang :e::besar). Formulasi unt.1k penentuan skcr a::-r:a:ra 

jumlah skor kesesuaian der:.gan jumlal: program tersebut adala.h 

se bagai beriku.t: 

,... k :
0 

l 
3 

= Jum:at. Kesesuai::.in Program .:::, __ or .. , 
Jt;mlah Prcgrar: 

Ccntoh sirnulasi per:.gukuran kesesuaiar:. antara program KU.A--PPAS 

dan APBD sebagairnar..a ditujuka::1 pada t2.bel berikut: 

Tabel 1.3 

Penentuan Sko:- Kesesuaian nomenkatur progrn.IE KUA-PPAS clan A?BD 

IN~ KUA-PPAS i APBD I Penila;_a~---------···-· Penen:uan Skor -l 
: 1 'Program A :Prog!atTI A i Sesuai 11 ,Jumlah sesuai ~ -,, -----1 

2 ! Program B . Program . .3 \ Sesuai i 1 Jurnfa.h tidak sest~a:. = 4 I 

3 - l_l'rogr;;;;:; C r- ---~~1~~~~;;,sUUi J_~_ J umjah Program ca 9 

i 4 i Program D I Frogram !) i Sesuai 11 
'---- J _______________ .,_ _______________ L. _____ ·-·-·--'------··-------·---------



I 
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.. 
No KUA-PPAS APBD Penilaian Penentuar: SkJr 

5 - Prog:-am E tidak sesuai lo Skor D.1.2 = 

6 Program F Prog:-am F Sesu2.i 1 ~un:lah kesesuaian prngra□ 

l Jumlah Progran: 
7 Program G Prog:-am G Sesuc.i 1 

8 Program H - It'd k . 0 1 ~1 a sesuai 5 
; = - = 0.555 

I l 
~-

9 

I 
I 

I Prog:-a:n I 
I 

9 I tidak sesuai 0 i - I 
I 

I Total 
I I 5 

i I -
Keterangan: 

1. Program yang dinilai adalah program pada. urusan pemerir.:. tal'..an 

daerah. 

2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidal<: sesuai diberi nilai 0. 

d. kesesuaian pagu program RKPD :::lan KUA-PPAS (D.1.4) 

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per prograrr:. RKFD 

dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan ::nemperhatikan kesesuaian 

antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RI(FD can 

KUA-PPAS, kernudian dijumlahkan kesesua:..annya setelah dilak:ikan 

scoring. Jurnlah scoring kesesuaian pagu program pada n::asi::ig­

masing urusan pemerintahan dan perang:.~2.t daerah yang terca:::1:-..im 

dalam RKPD di":Jandingkan dengan KUA-?PAS telah diperclel:. rnaka 

dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program. 

Apabila JUmlah pagu per program arn::ar2. RKPD dan h.'1..'A-PPAS 

memiliki kesesuaian maka diberikan s£or 1. Sebajkny2., q:::a!:da 

jumlah pagu pe:r program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memii.iki 

kesesuaian ata1..: jum~ahnya berbeda, maka ciberikan skor 0. 

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian ju:-nlah r:2_g·..1 per 

program RKPD dan KUA-PPAS adalah c.engan menjuP.J.lah:::-Can s.,:G)r 

masing-masing pagu per program pada urusan pemerintaha11 dan 

organisas1 yang tercantum dalao RKPD :la.'1 KUA-PPAS yang sescai 

clan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlo.h seluruh 

program pada masir.g-masing 1.:.rusan pemerintahan dan ::Je=angkat 

daerah pada RKPD clan KUA--PPAS Ut:..rri.Jah total progra=-:1 ya::.g 

terbesar). Formulasi untuk penentuan skc:: kesesuaian pagu pogram 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Juml2.i~ kesesuaian ::;ag-_ Skor D.1.4 = - ·--- · 
Ju:11lah Program 

I 
I 
! 



Program 

No 

RKPD 

i 1 Program 
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Contoh simulasi pengukuran Kesesuaiar::. antara pagu RKPD d3.n 

KUA-PPAS sebagaim2na ditujukan pada tabe~ berikut: 

Tabcl 1.4 

Penentuan Skor Kesesuai3.n pag1.:. prograrr. R!(PD dan KUA-PP.AS 

Pagu 

KUA-
~KUA-

Penentuan Skcr 

PPAS R PPAS i 
Is • ·---'------,--

Program Rp A ! Rp A ! esuai 1 Jumlah sesuai = 3 
I 

A A Jumlah tic:ak sesuai 

2 Program Progra:n RpB j Rp B - Tidak sesuai 0 I= 6 

dari I ~ Jumlah Prograo ~ 9 B B (ku.:ang 

I j pagu) 

,3 - Progra.::n I - Rp C -
I 

H-Prograrn 

I Tidak Sesua~ i O [ Skor D. 1.4 = 
T -;i C 

! ~rogram Rp D 1- - I Tidak sesuai I O ! 

JUmlah Ke~esuc:Ja:1 pabu 

Jumlah ?rogra'.11 

- Cf 

D I I (tidak : ID 
I 

I - I Rp E i Tidak sesuai IC II 

j I I (Anggaran 

f----+----+------·J ___ L Baru muncd) I I 
6 Program i Program ' Rp F i Rp F Sesuai ~ 

5 Program -

E 

,_ G I_ G ____ -----·-
8 7 Prograrn -

l 

H 

Program - Rp I : I Tidak sesua: 0 I 
I I (t1e.ak I · 

: . . I \ dianggarkani ! 

9 

~ = 0.333 
9 

i I -+------ -------1--1 L ____ _l Total ____ _l ___________ I I 3 i 

~'-~-------------J 
Keterangan: 

1. Pagu y&ng dinilai adalah pagu program pa:ta un.1san pemerintahan dae:-aJ~. 

2. Untuk pagu sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0. 



e. kesesuaian pag1.: pr')gram KUA-PPAS da.n APBD (D.1.5) 

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KCA­

PPAS dan APBD yang di.lakukan dengan memper:1.atikan kesest:..aian 

antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KTJA-PPAS 

dan APBD, kemudiar:. dijumlahk&n kesest:..aiannya setelat. dilakuka:1 

scoring. ,Jumlat. scaring kesesuaian pagu program pada masi::J.g­

masing urusan peme::intahan da:i perangkat daerah yang ter:ant..1-=i 

dalam KUA-PPAS ciibandingkan dengan A_FBD telah cipe::-oleh □aka 

dapat diketahui jumls.h kesesuai2.n pagu program. 

Apabila jumlah pc.g-c.1 per program antara KUA-PPAS dan APBD 

memiliki kesesuaian maka diberikan sKor 1. Sebaliknya, apabila 

jumlah pagu per pr•')gram ant2.ra KUA-PPAS clan APBD tidak me□iliKi 

kesesuaian a.tau juml.ahnya berbeda, maka d:berikan skor 0. 

Penentuan skcr kesesuaian antara kesesuaian ju1nlah p3.gu per 

program KUA-PPAS :l.an APBD adalah cengan menjumlahkan skcr 

masing-masing pagu per progra.-n pada --1r:isan pemerintaha:1 d2.r1 

organisasi yang ter::Entum dalam KUA-PFAS clan APBD yar::.g sesuai 

dan yang tidak sest:..ai, selar:.jutnya dibagi dengan ji..::.rr:.lah selun.:.h 

program pada m2.sir::.g-masing u:-usan pemerintahan dar:. perangkat 

daerah pada KUA-PPAS dan APBD (ju . .L-nlah total pr::i,gram y2ng 

terbesar). Formulas1 -1.htuk pe::1.er:.tuan skcr kesesuaiar:. r:agu program 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Skor D. l . 5 == Jumlah kesesuaian ;:ragu 
· Jumlah Progral:"I" 
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Contoh simulasi pengukuran kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan 

APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut: 

Tabel 1.5 

Penentuan Skor Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APS::J 
~·-1 

1 Program 
' 

--
Pagu 

No KUA-

PPAS APBD 

-----r------
Penentuan Skor KUA.- I 

PPP~S ! APBD 

1 Program Program ! I RpA RpA Sesuai 1 Jumlah sesuai ~ 

A 
,..., 

I =0 

--- --
2 , Program · Program 

1B i 

I 3 i Pcrogram ·1- --~-
I l 

B 

Rp RpB Tidak sesuai 0 .Jumlah tdak 

B-
I 

sesuai = 6 

Rp I I Tidak Sesuai 0 .Jumlah 

I 

-
I C- k- i Prograc. "' S 

' 
- - I ~ ,.. c,,c:;;, 1 '-4 ! Program i Program 11

- I Rp D : 11da.1 sc..., ua j O I 

1 
! D D tl I ! 

1 

Skor D .. 1.5 = 

[ s T---- I Progras:i Rp F~ -~idak sesuai Io I Jumlal-~ses~a: 
I I E , i 

1

. Jumlah :--'rog. a:n 
I I ' ___ I ' i 6 -

1 

Prog~~m lProgram Rp_r_◄ -+i-R--p-, -F-+1-S-e-su_a_1_· ----+1-1---11 
! F ! F I 

I 
I 

r-7 I ::._)rogra~;_ Prograrn Rp G Rp G \ Sesuai --i-:-
1

1 --1 

I 

8 ;rogram i ~ i Rp H ~Tidak sesuai t 0-

-- :. = 0.333 
9 

I 
i 
I 
I 

1-9 H --~ P;og;: ai::rJ-----h~;;:T-- I Tidak sesuai --hd 
l--1Total _L_ I -~~-- I i 3 +---1 - --------1 
Keterangan: 

1. Pagu yang dinilai ada~a::1 pa.gu program pada urusan pernerintahar: -:..s,erah. 

2. Untuk pagu sesuai di:Jeri nilai l,. dar: tidak sesuai cliberi nilai 0. 
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Selanjutnya berdasarkan skor masing-masing inclikai..or di atas, rnaka hasil pengukuran indeks dimensi kesesuaian 

dokumen perencanan dan penganggaran (D. l) diperoleh dengan formulasi sebagai berikut: 

Indeks D.1== Skor rata-rata x bobot 

Contoh simulasi pengukuran kesesuaiaL dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditujukan pada tabel 

berikut: 

Tabe] 1.6 

Pengukuran lrnlek::; Ket>esuaiau Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

~n ~ ~:::~::~a::~o:::1~~~~ prog,rum t ~::: · 1 ~:rlr:t::~t:+ D 1:::D~:-- -1 ~7~:74:tj 
·----· RP.JMD dengan RKPD (D.l~-- j___ 5 = 6.66 

2 I Kesesuaian nomenklatur program I 0.555 = P.444 + 0.555 +0.555+0.333+ 0.333 

! RKPD dengan KUA-PPAS (D.1.2) : I t:, 

- - -J __ -·--------- --- ------ · ·· I I 
! Kesesuaian an tara nome:nklatur 1· 0. 555 

I P1og1a111 KUA-l'P/\S dan APUD (D.1.:3) 
--+-- --+-----· 

3 

-0 444 

I Kesesuaian antara pagu RKPD d2.n ! 0.333 

KUA-PPAS (D.1.4) I 

Kesesuaian antara pagu. KUA-PPAS f 0.333 
! 

4 

5 

dan APBD (D.1.5) I 
_____________ .___J.____ ·-- ---.,.·-·---- -------------··----~--------

Keterangan: 

lnrlP-ks i )irrwn:-;i kt~s11:-:ii1-in dokurr1f;n perenc:-:maan dan penganggaran (D. l) adalah skor rata-rata dikali bobol. 

2. Bobot yang diberikan L:.ntuk dimensi keses:_1:..;ii::ni dl)k'_1men pen:>nc:;1nr1~m d.:-:in pPnp;;:mgg;::in:m 8d81::ih 1 S 



.. '.JS .. 

2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dala::n APBD :=>.2) 

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja c.alam APBD meruoakan 

salah satu dimensi yang diukur dalam IPKC. Indikator-indikator yang 

terdapat dalam dirnensi Pengalokasian anggar2.11 belanja daiarr. APBD 

merupakan bebera.pa amanat peraturan perundang-undangan (m2ndatory 

spending). Indikator-:..ndikator yang digunakan :erdiri dari: 

a. Alokasi jumlah belanja untuk fungsi per...didikan setesar mir.imal 

20% dari APBD. 

b. Alokasi jumlah belanja untuk uruscm kesehatan setesar m:.r:.imal 

10% dari APBD di luar gaji. 

c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruh..'--tur yang langsung dala:n 

alokasi dana t:ansfer seb<::sar minimal 25% dari Dana Transfer 

Umum. 

d. Alokasi belar:.ja untuk memenuhi Standar ?elayanan Mi:umal. 

Penentuan Skor untuk ma.sing-ma.sing · indikator pada 

Pengalokasian Ar:ggaran Belanja Dalam P.PBD c.ilakukan d.engan 

cara: 

a. Apabila in::likator tersebut memenuhi persyaratan yc.Tig 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan sk:Jr 

1. 

b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memer:.uhi 

persyarat2.n yang ditetapkan dala:r: peratu:ran perundang · 

undang::i_n· dibe:;-ika.n skor O. 
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Contoh simulasi penentuan skor mas::...i."'1.g-niasing indikator -:Jae.a 

dimensi pengalokasian anggaran telanja c.alarn. APBD sebagair:J.ar:.a 

ditujukan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

P,.::nen tuan Skor Indik2.::.nr 

Dimens:. PengaJ.okasian Anggaran Beianja Dalam APBD 

No IndL~ator Prasyarat Skcr 
! 

1 Alokasi jumlah belanja untuk fungsi Memenuhi --
pendidikan sebesar minimal 20% dari I ""'. _ 
APBD (D.2.1) . _1dak J 

12 
I 

Memenuhi 

Alokasi jurnlah te!anja untuk urusan Memenuhi -
I 

-

I kesehatan sebesar minimal ~0% dar:. I I 

I APBD di luc..r gaji (D.2.2) 

~iclak 

I 

0 I 

' 

I l\,1emenuhi 
I 

I 

3 Alokasi jumlat. belanJa untuk I Memenuhi 
. 
--

I 

infrastr:.1ktur ya.'1.g langsung dalan:. . 

-~ 
,---------

I 
alokas.i dana transfer sebesar rn1n1n1fu Tidak lo I 

25% dari Dana Transfer Umum (D.2.3) 
I I Memenuhi I 

I I 
~ -11-A-lo_k_a_s_1_· J-.u-rr---_l_a_:i_b_e_'.,-:m-j a_u_r_1-tu_k_1_n_c-·1n_e_n_u-h: 

I -----,------\ 
Memenuhi ! :.. I 

I 
i 

I 

\ Standar Pelayanan :vrinimal (D.2.4) 
I 

L_ _ __,_ _________________ _ 

I , 
Tidak IO ! 

Memenuhi I \ 
___ _L _______ ~ 

dimensi pengalokasian anggaran bdanja dalarn APBD (D.2) di:ntung 

dengan menjum~ahka::1 skor masir:.g- masing. :ndikator dibagi c.eng2.n 

jumlah indikator, yang c.if.::>rmulasiKan sebagai berikut: 

. Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot 



Contoh simulasi Indeks c.imensi pengalokasifu1. anggarn.n belanja dalam 

APBD (D.2) sebagairnana c.itujukan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran 3elanja Dalam APBD 
,--------------------------·-----------~ 

Indikator Skor i S~or rata-rata Indeks (D.2) 

I Alokasi ju~lah belanja 1.lncukli.mgsi 1-·--t- 1.±.l:'::l:':.l D.2 ~ : x 20 

pendidikan sebesar min::.maI 20%:i 4 = 2'.) 

dari APBD 

untuk I Alokasi jumlah belanja 

urusan kesehatan sebesar minimal 

10% dari APBD di luar gaj:i 

Alokasi jumlah .belanja untuk 

infrastruktur yang lar:gst:..ng da lam 

alokasi dana transfer se besar 

minimal 25%> dari Dana Transfer 

Umum 

I 
1 

1 

ll\lokasi -- jumlah 
i 
i memenuhi Sta..11.d2x 

untuk 1 

Pelayanan ! 

I Minimal. I 

= 1 

I 

I L ________ --- ______ _! 

Keterangan: 

1. Indeks Din1ensi pengalokasian a!lggaran ':::ieianja dalam APBD (D.2) 

adalah skor rata-ra.ta dikali bobot. 

2. Bobot yang d::.berikan untuk dnnensi pengalokasiar1 anggaran belanja 

dalam APBD ada~a.-i 20. 

:3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (:C . .3:, 
Dimensi transparansi pen.gelolaar.. ket:..angan daerah mencakup indik2..tor: 

1) ketepatan waktu; da.n 

2) keteraksesan. 

Pengukuran atas ketepa-:.a.n waktu dan ketera~csesan tersebut c:i~akukan 

terhadap beberar:;a dokun:.en yaitu: 

1. 

3. 

4. 

Informasi Ringkasan Dokumen RKPD. 

Informasi Kebijakan "Jmum Anggara.n. 

Informasi Ri:ngkasan Dokurnen P:.·ioritas dan Plafo:n Anggaran. 

ln.formas:i. Ri:1gkasan Dokurn.en RVv\ SKPC. 
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5. Informasi Rir.gk:2.san :::)okumen RKA PPKD 

6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancanga::. Per::tturan Daerah tentar:.g 

APBD. 

7. Informasi Peraturan Daerah ten tang APBC 

8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran A?BD. 

9. Informasi Rir.:.gkasan :::)PA SKPD. 

10. Informasi D PA PFKD. 

11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah. 

12. Informasi Realisasi Belanja Daera..'l. 

13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah. 

14. Informasi Ringkasan :::)okumen Rancanga:r:. Perubahan APED. 

15. Informasi Peraturan Daerah tentar1g Perubahan APBD. 

16. Informas: Peraturan Kepala Dae:::-ah tenta.ng Penjabaran Pen.1bahan 

APBD. 

1 7. Inform as:. Ringkasan RKA Peruba~1an. 

18. Informas:. Rencan.a U:num Pengacaan. 

19. Informas:. SK Kepala Daerah te:itang Peja·:)at Pengeloia Keua::1.g"'.:::1 

Daerah. 

20. lnformasi Peraturan Kepala. Daerah tentar:.g Kebijakan Ak.:.nta::1si. 

21. Informasi Laporan Arus Kas. 

22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Selt::n.:h SK.PD. 

23. Inforrnasi Laporar:. Realisasi Anggaran PP~-:'.D. 

24. Informasi Ne:::-aca. 

25. Infonnasi CaLK ?emeri.ntah Daerah. 

26. Informasi Laporar:. Keuangan BUN1D /Pen:sahaan Daerat.. 

27. Informasi Laporan Akuntabilitas clan K.nerja Tahunar:. Perner:.r:tah 

Daerah. 

28. lnformasi Penetapan Perda Pertar.cggungjav.raban Pelaksa:::aan AP3D. 

Inforrnasi Opini BPK. 
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C0ntoh :::;imulasi indeks dimensi transparansi pengelolnan keuangan daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabel berikut: 

Ta.bel :3.1 

Indcks Din1ens1 Transparansi Pengelolaan Keuangan 
·---------------- -------------- ·--~---------- -----/ I . --------------·----------------

i I [ ______________________ _ 
I • 

Indikator 

l 
! No Dokumcn [- Tanggal·i-- . 1~- RW* BAU* - ---,---
j I Tanggal Unggah . .. S /TS* I Nilai 
I 

1 

~- Pene~a~~ _____ ____ ~-H_a_n) (~_a_r_1J _ 
6 

Keteraksesan 

I 

Jumlah I 
I 
I 

j 

i I 1 1 2 J 4 J 5 
~-- __L - ·-- --· ---------------·-------- ------------ ··- --------+--- ------ ---- ---··· ---- --··--

'/ l ___ j 
, 1 I I11forrnasi Ringkasan Dokninen RKPD 20 Mei 2014 1~ Juni 2014 124 :30 IS 

1 ,, -·! JnforrnaSi Kcf,ijaka~Umum ;;;;-gga;an· _ -·----- _-------- --+~·---rso--1 TS I 
rs-tlnlilrma;J·-}11ngk,;_san Dokumen 1 · ---- - -------- ·1 - --to- TS 

: : Prioritas dan Pb.fon Anggaran I ----t--- ____ ! . 

r4·~;asi Rinp,1:san noknmen R,-- - ______ [~J 30~ __ r: JO IO 

TS iO 

- I -···-. ····--· - ····-·--·· -··· - ----··· -... - I ~ "'di u "" ' " I - I 30--~ TS --i I I 

l / RancangB.
1

: 

1 

p,~:raturan Daerah ~L J I I j 
I tcntang A. B.J I 

--'-· .... _______________ L____ ---~-

95 30 

1 1 

- -
0 0 
--

() 0 

1 

1.00 

0.00 ' 

J 
0.00 

! 

--~oj 
I 0.50 

0.50 
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·----~---- Indikator 

-------- Ketepatan Waktu ___________ r_ Jumlah 

- -----------,-------·- ---- -----,·-----,-------,-----! 
1 Tanggal / RW* i BAU* I Keteraksesan 

! Tanggal Unggah I S /TS* Nilai 

L I ~-P_e_ne_:_ap_an -++-I ___ 
2 

_____ -!_(H;~i) -~H-:_ri)_

1 

___ 

5 
___ 

6
_+-~ ----+-----1 

r !Jnformasi Pe, atunm Daerah ten tang [23 Des 2014 4 Maret 201 ~ '/ l 30 I TS O --t-i------
1 ~ +~~~~a __ ;~1 Peratu.ra;;:-Ke.-rx~la - 1-)a-e-ra_h_l! 2:3· Lles 2014 4 Mfilet 20 Issi 1--

1 I te-ni·nnr:, P,"nj::ih::irnn APRD 
. I ,__ -- . 

1

1_9 ·rwo~asi Ri~gk:lsan DPA-SK!D~~-}11~----------- .:-= __ -r_- --_-:_1-3--0---_-E+--T-_-s ___ J ( 
1 10 Informasi DPA PPKD - - 1 _ -+ 30 TS LC 
l __ ,__ . ---- I -- ·-------- -------r--· ------- ---
f 11 Informasi Realisasi Pendapatan I 31 Des '2015 7 Juni 2016 159 30 TS ( I 
I I - I I 

I __ L_>aera~ _______________ I ---+----. i --o------+-------- - - !I 

! 12 i Jnfo-rmasi Realisasi Belanja Daerah I 31 Des 201-5 7 Juni 2016 1.59 30 TS O l - · - 0.50 

__ _J_ --------- I I 
13 i Informasi ReaF~:=:tsi P~mhiriya::m -

1 

'.i 1 Des 2015 7 ,Juni 20 lo 159 30 TS 0 1 0.50 
I I 
j Daerah I ------+- __ ------+----- ! ------+-__ J 

,___14-j~I-nf~rmasi Ri~~gk~s~;;:--·-Dokumen - 5 o.· kiobef201s · 30 TS --JO i 1 O.SOJ 

I Rancangan Perubahan APED I J I _ __J__ ----+----

15 t Informasi Peraturan Daerah tentang}T9 0kt 201.S 14 Juli 2017 634 30 Tri O I 1 0.50 I . I 

! Pcrubuhan APl3D I 

1·-
Nu Dokurncn 

30 TS -ro·· 
I l 
i 

) 
t·----·· 
10 
I 

--~ 
) 10 
-· 

i 1 ) 

-------- __ ,,_ -· ,--1....----~------' 

0.50 
I 
I 
I 

--i 
0.50 

-
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No I Dokumen 

-

T:-T~~:al_-_:-r;:n 
LPene~apm,_ J__ 

l 

Indikator ~ 
---- ·- ---· 

Ketepatan Vvaktu Jumlah 
--· 

RW* I BAU* Keteraksesan 
ggal Unggah S/TS* Nilai 

(Hari) (Hari) 
------

2 3 4 5 6 7 
! 
f 16 i Informa si Peraturn.11. Kepala Daerah , -

1

1
. I tentang Penjabaran Perubahan APBD 

T7- Informa-;:,i Rh~gkasa~--RJ{l\. Perubahan•i ~_:j" s~P:~s I s 0 

, APDD j 

! ·---:::::: ____ ~~~~~- --- ----- I 

r 19 lnformasi SK Kepale Daerah tentani-l 2 Des 2014 I 5 A 

I 
I 
Pcjnbat Pcngclola Keuangrn1 Daerah ., \ 

r-20! Infor masi -Peratu."ran Kepala Daera_h_,11-3-0-N-<1-·p 20-15 I 9 A 
I 
tentang Kebijakan Akuntansi j 

I 21 I Infoi~~asi Laporan Arus K-;,-;--·----- ,:-3-1 _D_~~ 26·1 5 I 7 Jt 

l-2it,,f0rmasi Lar,OCa~-- Rea!i~3CDes 2015 I 7 0 

, Anggaran Seluruh SKPD 

I -- -- -- ·-
- 30 TS 0 0 0.00 I 

I 
! I 

I 

-----~ --~~- " ·-· \ 1.oOi ktober ?O 1 ~ 26 30 s 1 1 

I 
1-__ _I_ 

--·-- ----
::>kt.ober 2015 30 30 s ] l 1.00 I 

1 
·--

0.50] pril 2016 490 30 TS 0 1 

I 
--· ----- ··----

;UStus 2016 253 30 

~:: 
0 1 0.50 

·---
mi 2016 159 30 0 1 O.bO 

--·-·-- I 
I TS 

----·-··-- ··-----
ktober 2016 1 281 30 0 ! 1 0.50 

?~ I Infor;·n:::isi L8poran Realisasi I 31 Des 2015 I 7 0 

Anggaran PPKD 
I l ----------------------
1 24 I InJormasi Neraca 
.._ __ __J_ _________ ---------

------·· -1'- ---
31 Des 2015 7 Ju 

-
:tober 2016 281 30 TS 0 1 0 .. 50 

- j1s<J 3cl--d-----ui2016 1 0.50 
--
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-------- ·-·- - . --- ·-- ---------

~--------- Ketepatan Waktu 

1----1,~~gga_l_~-- -l~W*7_B_A_U_* ~---
! Tanggal U nggah · 
I Penetapa.n ____ , (Hari) j (Hari) 

1 
l 2 13 I 4 

I ' I , -----------------!;--------· --+------
25 i Informasi CaLK Pemerintah Daerah ! -

26 ! Informasi · Laporan Keuangan 119 Febrnari r-:: 
BUMD/Peru::}ahnan Dae1ah I 2016 

i I - _ I ----+--- r , ---l-

1 ~271 Informasi Laporan Akuntabili-tas dan i- ------ Ji - ------ ~-- 30 TS O O o.oo·-/ 

h , Kineria Tahunan Pern.erintah Daerah ! i 
' J I 

I ------ -----+-- ~----+----- , , ,..,sT11;_fonnasi ---- Pe~etapan Pcrda 18 agt-?,Olo- i-?, F;:-tmwri ?,017 178 30 TS _o ____ -1-· 0.50 j 

I ! Pc-rtanggunjawaban Pelaksannan I I \ J 

I ! APBD I I I I I I 

No 

In dikator 

Dokumen 

30 

30 

I 
Jumlah 1 

I 
Keteraksesan 

S /TS*J;ilffi 

5 7~ 7 TS '0 0 I 0.00 rrto- . I 1 I 0.50 

29 I Inform,=rni Opini BPK JO 'l'U o Io 0.00 

TOTAL ___ ± 
r--+RA.TA-=RAT~- ----- ------

, _ ______,_ ------·------- ------ -- =
TI--i 3 20 1.50 I 

------ --I--- - 1-- ----!- ----~3- ()69.'.:'__ 0~397 I 
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Keterangan: 

1. Ketepatan waktu penyaJ1ar:.. Nila:. 1 diberikan jika 

informasi/ do.!cumen pengelolaan ~euangar: daerah yang diukur telah 

tersedia atau disajikan dalam situs jaringa..1. :-esmi pemerint2.h daerah 

atau Sistem In:::ormasi Pemerintahan D2.erah dalam waktu :?alir.g 

lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nila::. 0 d.iberikan untuk k:r:1.disi 

se baliknya. 

a. RW adalah Renta.ng Waktu (kolom 2- t.:o~om 1). 

b. BAU ad2.lal:. Batas Akhir Unggah/Puciikasi (30 hari). 

c. S/TS adala.h sesuai/tidak sesuai, dir.ilai 1 jika RW -:=:: BAU, da:1 

dinilai O jika RW > BAU. 

2. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika infor::::iasi/ dokumen pengelolaa:1 

keuangan daerah y2.ng diukur telah tersed.ia untuk diakses atau 

diunduh sec-ara um-,.1m dan te:rbuka untck publik mel2.lui situs 

jaringan resm1 pemerintah daerah a:au Sistem Iniormasi 

Pemerintahan Daerat. dan nilai 0 diberika:_: untuk kondisi sebaiikny2.. 

Berdasarkan u:rn.ian di atas, maka pengukuran indeks 
. . . 

c..nne::1s1 

transparansi pengelclaan keuangan daerah adalah perkalian ::-kor rat2.­

rata dengan bobot. Formulasi indeks dimens1 transparansi penge:ola:0~n 

keuangan daerah (D.3) sebagai beriku:::: 

Indeks D.J= Skor :·ata-rata x bobot 

Contoh simulasi bdeks dimensi t:."ansparansi pengelolaan .,:eeuang2.n 

daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabe~ berikut: 

Tabel 3.2 

Indeks Dioensi Transparansi PengeJ.olaan Keuangan Daerah 

pndikator Skor ___ ----,-- S£:::or rat.a-::--a.ta : Jndeks (D.3) 

IKetepatan W aktu 
1 

3 / 29 ~o. 103 ~'J. 103+0. 690 · I D3 ~ O. 397 x : 5 

Ltersediaan ! 20/29 =0.690 i 2 i ~" 5.955 

I=:· 3a•7 I I I ·J.,.., I 

--------------- _________ J______ _ ______ _j_ _______ , ____ _L..._.__________ ----
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Keterangan: 

1. Dimensi transparans1 dihitung dengan ca:-2. mengalika:1 skc- rat2-­

rata dengan bobot. 

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi -::ransparans1 penge~olaan 

keuangan daerah ada~ah 15. 

4. Penyerapan Anggaran (D.4) 

Dimensi penyerapar:_ anggaran sebagai suatu kewaj1.bar: }ang 

fundamental dalam pengelolaan keua""'lgan dae:ah. Penyerap2.n ar:ggaran 

merupakan salah satu tahapan dari siklus A?BD yang dimula: dari 

perencanaan anggaran, :;:Jersetujuan bersama. evaluasi anggarar: dan 

penetapan, pengawasan c.tan pertanggungjawacan keuangar:. Per:yerapan 

anggaran diukur dengan membandingkan antara anggara:: dan 

realisasinya. 

Penentuan skor masbg-masing indikator ·...::ntuk dimensi penyerapan 

anggaran adalah persenta3e antara anggaran belanja dengan reaLsas:nya. 

Apabila persentase antara anggaran dan realisasi:J.ya menc2.pai saca atau 

diatas 80% (:::: 80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persent2.se 

anggaran dan realisasinya mencapai kurang dctri 80% (< SC%.), ma~a skor 

diberikan angka 0. 

Contoh simulasi penentuan skor masing-masir.g indikator pada c..imensi 

penyerapan anggaran (::J.4) sebagaim~'1a pada ta..bel berikut ir:i: 

Tabel 4.1 

Penentc.an Skor Inctkator pada ::Jimensi P~nyerapan Anggaran 
~-------------·--·-------·-,----------------
! No i Indikator Perse:n tase Skc:;:-

I Pen yera par:. 

Anggaran 
1 

·----~ 
I 1 Penyerapan anggara"'1. belanja pegawai 

1

83 :2% I 

! lf----1-------------·---------+-------------·~ 
'2 Penyerapan anggaran belanja bunga 82.7% · [ 

I 
l----+------------------------->---------------1 

3 Penyerapan anggara: belanja s1.::.bsidi 81, 3% I 

I 4 ! Penye~;p~~-;~;;_gg~ran belanja hibc~h-------+-8-.5-,-3-0/4_0_ ----·------7 
I 5 I Penyerapan angga~~ belanja bantuar;-~99~9% 
! I . 1 i I sosia. 
L..-__ .J..._M ___________ ••--- ___________ _,__ 
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No Indika.tor I Persentase S~or 
I 

I Penyerapan : 
I 

I I Anggaran 

6 I Penyerapan ar:ggaran belanja bagi 8E,6% -
-

I hasil dan ba:1 tuan keuangan 
~-7 

belanja tidak 8L,6o/o -7 Penyerapan anggaran -

terduga 
I 

8 Penyerapan anggaran barang j_an jasa 87, 7 % 

i : 9 Penyerapan anggaran belanja modal I a:=; .S% I - -, 

Penyerapan a:1.ggaran dalam APED adalah sk:r rata-rata d:.kali :iengan 

bobot. Formulasi indeks d:mensi penyerapan ar..ggaran sebagai beriku-:::: 

lndeks D.4= Skor rata-rata x bobot 

Contoh simulasi pe::1.ghitungan indeks dimer:si penyerapa:1 2.r:ggaran 

dalam APED (D.4) sebagai:nana pada tabel berik:ur ini: 

Tabel 4.2 

Penentuan Skor Indikator pada Dimensi Pen--;,erapan Angga:-2.n da.J .. -un 

APED 

I 

I 
i 
I 
! 
i 

I 

! 
: 

i 
J 

~ndikator Skor I Sko?.- rata.-ratc. Inceks C.4) i 
I 

I Penyerapan anggaran l I= 1+1+1+1+1+1+1..:-1+1 
I , 1 . . I oe anJa pegawm 

rPenyerapan anggaran 

I 
! 

belanja bunga 

Penyerapan anggaran 

; 

1 j 
I 

~-~-~!_a_n_J_· a_s_u_b_s_i_d_i __________ J 
1 Penyerapan anggaran l 

[ belan j a hi bah 
I . 
r-
j Penyerapan ar,ggaran 

I belanja bantuan sosial 

I Pe~yerapar1 anggaran 

I belanja bagi hasil dan 

bantuan keuangan 

l 

l 

LPenyerapan ang,garn.n : 1 ,. I 
---

9 

= 1 

:::) A== 1 x 2 0 ----1 
= 20 
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! belanja tidak terduga 

I 
'" 

Penyerapan anggaran l 
I 

barang dan jasa I 

I 
I Penyerapan anggaran 

i 

1 
I I belanja modal 

Keterangan: 

1. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APED ·- Skor rata--raa 

dikalikan bobot. 

2. Bobot yang diberikaa untuk di□ensi penyerapan anggaran ac.alah 

20. 

5. Kondisi Keuangan Daerah (D. 5) 

Kondisi Keuangan :)aerah adclah kem.a.mpuan keuangan su.2.tu 

pemerintah daerah un-:uk memenuhi ke-wajibannya (Kemandirian 

Keuangan, Fleksibilitas l{euangan, S:)lvabilitas Operasional, So~vabilitas 

jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, -::ar1 Solvabilitas Layana:::), 

mengantisipasi kejadian tak terduga; dan ·...:.r:tuk mengeksekc.si ::1.ak 

keuangannya secara efsien dan efektif. 

Indeks dimer~si kordisi keuangan daera.h dilihat dari 6 (e:1.ar:1) 

indikator pembcntuk kcndisi keufu7.gan pe:r::ierintah daerah, de;1_gan 

formu1asi sebaga_mana d:.jdaskan da!am tabel ·::,erikut ini: 

I 

I 

I 



- 37 -

Tabel S. l 

Formulasi Indikator Kondisi Keuangan Daerah 
I ------ -·- --- ---- --- --.-- ------ ------------ ----- ----------~----

1
1 ~L------- Indi~~~~--------~I __________ ____ Definisi _ ----+---------

Formula 

1. Kemandinan Keuangan Kemc:ndirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah 

daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar I Total PAD 

! I kcndaiinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber total pendapatan 
I ' , I 1 .. • '1 • 

I · aa1am negen maupun 1uar negen. ----t 
1:z:--l-F1ef;;jbilita.s Kcu8ngan FI_e~sibili~:;;1~e~ngan ada-.l~h s·~at~ ~~nd:si~ pe. merinta~ -----------

i rlrinnn n ... pr11 ,11f'1:me;1n:it1,,rn snn,1w: rlr.1y,-. kr::rnng::rn (total pend:lpatan - DAK) 
i I 
! ! untuk menghadapi peningkatan kom1tmen, baik melalui 
, I 

Ii J '] d 'k k. I ~ penmg <atan pen apatan. at.au pemng atan apas1tas 

I utang ( debt capacity). 

~i~---
1 

So1vabilitas Op;ra;ional I-Solvabilitas oper~sion~l merupakan -- --kem-a~puan 

i 
i pcmf::'.tin tah. daerab dalam menghasi1kan pendapatan 

11nt11k mcnn111pi h,bf'111 opcn-1~iorrn1 pcnwrinlf-ih i,whmrn 

periode anggaran. 

(totai kewajiban + belanja pegawai) 

Total pendapatan LO - pendapatan DAK LO) 
-----

total beban LO. 

a 
'-~·. ! Solv~_bjlitas 

Pendek 

Jangka 1· Solvabilitas keuangan jangk~~ pendek---~en-:;:i;;:ju~kka;;t·----- ---
. . I (Kas dan setara kas + Investasi Jk. Pendek) kemampuan pemenntah daerah untuk memenuh1 ------------------

Kewajiban Lancar 
kew:ajiban keuangannya yang j:;:it11h tPmpn rl8l::im wr:iktn 

I 
kurang atau sama dengan 12 bulan. 

-- __ J_ --·-
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1· ---- ---- -----· - ··----· -r--·--·-
No ; Indikator +

0
;:::;:::: Definisi 

Is. t Soiv&bilitas Jangka I Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan 

i jl Panjang 1
1 pemerintah daerah dalarn memenuhi kewajiban jangka 

I . 
panJang. 

6. I Solvabilitas Layana..'1. I Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan 

I I pemerintah daerah untuk menyediakan dan 
I I 

mcmpertahankan kualitas pelayanan publik yang 

rlil-mt11h kan dan diinginkan oleh masyarakat. 

Formula 

Totai aset tetap 

kewajiban jangka panjang 

Total asset tetap 

jumlah penduduk 

------ --- __ J 
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Tata Cara Penilaian: 

a. Menentukan kelompok acuan pemerir:.,::.ah daerah yang setara 

didasarkan atas tipe pemerintahan yait-- pemerintah provir:.si dan 

kabupaten/kota. 

b. Menghitung indeks indikator. 

c:. 

Indeks indikator dihitung berdasarkan hasil _pembagian anta:-a nJai 

aktual dan dikurangi nilai n1.ini□um dar.. nilai maksir.:1.um c.i~u::-angi 

nilai minimum. Nilai :ninimum adalah nilai terendah dari semua c.2:::a 

yang diobservasi sclama period';; peng.amatan. Nilai maksi:nu:n 

adalah nilai aktual tertinggi dari semua da:a yang dio bservasi sela:na 

periode pengar:r:atan. Indeks aka::1 memiliic nilai tertir:gg1 1 ::lan nilai 

terendah 0. 

Indeks :.ndikator = 

Menghitung indeks 

nila1 aktual - .'.1]2.i mini:num 

(nilai rnaksimum - nilai minimumj 

dimensi yang c.ihitung dengar:. cara 

menjumlahkan sernua indeks fodikatcr dibagi dengan jumlah 

indikator yang r.:1.e1nbentuk dimensi. 

I,. 1 ), . I 1-l'I t =(Ti d'k ~ . -1 +I. ~-k,-,,--,-·_') + ..j .. Y. dik-. ·'1 -- l. _1aeKS 11,..1.lL(a ... or 1 .. n 1 alor 1111_.,_1 c-~- __ .. . 1 1n au_ n . n 

d.. Menghitun.g indeks kondisi keuangan per:::-:::rintah dae-;,--ah. 

Indeks kondisi keua11.gan (IKK) pemerinta..h. c1.aerah ada~ah ra:a-rara 

tertimbang dar:. indeks-incleks :Hmensi. IKK dihitung dengan cam 

menjumlahkan selun1h basil perkalian o.asing--masir:.g ·:)()b::r: indeks 

dimensi. 

FCJ 

Kete:rangan: 

FCI= indeks ko:ndisi ~euangan; 

:SDI = tc:.tal i:1.deks d1:n,~nsi; dan 

n =0 jurnah d1.mensi. 



No 
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Contoh data dan informasi mengenai koncisi keuangan daer2.h yang 

bersumber dari LKPD da.n dokumen lair. sebagaimana pada tabel 

berikut ir:.i: 

Tabel 5.2 

Data dan Iniormasi Kondisi Keua.:c.gan D2.era.l:-2 
------- --

~:.lai- _ / Akun 
-

Kas dar:. setara kas 194,378,352,721.59 

Investasi Jk. Pendek 0 
J__ -

13 Kewajiban Lancar 12,934,928,325.24 

4 Total Asset Tetap Lt,4 78,6S9,64fr379.90 

5 j Kewajiban Jk Pai1c'.,a.."'lg J 

6 ! Total Kevvaiiban 
J 

12,934,928,325.24 
- -

17 Total Pend2.p2.tan ! 3,899,192,985. 313.51 
! .. ----
:3 1 Pendapatan DA~ 643,207,672,956:00 

!-S--1 --+-B-e_l_a_nJ-. a-P-eg-a--w--·--a-:. ----1-1--- --·----707, 929,899 ,6C6. 50 i 

Total PAD II, :. ,6_73 ,7 49, 196,521 51 

i 11 . Total Pendapat2111/) 3,992,353,232,782 41 
I I 
I~. -12 _ _,I __ T_o_t_a_l_B_e_b_a_n_I __ o-----+------ 3,253,208,651,405 02 -i 

L. \ DAK LO ,-- 643,207,672,956.00 

10 

Q: i Jumlal: P-~--~1-~--~-~-~-~k-~----~-L 3,627,962 

Keterang:an: 

l. Sumber data dan :.nformasi mengenai ~rnndisi keuangan daerah 

diperoleh dari LKPD :LRA, nerac2., dan LC1: 

2. Jumlah penduduk diperoleh dari dok..:..r::1.en atau ls.por2.n ya:}g 

diterbitkan ole:1 Kemcnds.gri. 
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Contoh simulasi 1::asil pengukuran n1asing~-~nasL.Y1g indikator pada :,.;:ond:si 

keuangan dalam 1 provinsi dengan mengg:.:makan rumus c.i atas 

sebagaimana digarnbarkan pada tabel berikut: 

Tabel 5.3 

HasE Pengukuran lVIasi.ng-:tvlasing Iadikator ?ada Kandis:. Keuangan 

D aiarn l Provin si 

No Indikatcr Run::us 

1Total. PAD / --"i~t~+oA-29 
Hasil 

1. Kemandirian 

\ keuangan ! pendapatan I _________ --1 

1 Fleksibilita_s ___ _,_! ~total pendapatan -=t 4.517 2. 

keuangan DAK) l (tota.. j 

i kewajiban + belan:;a ! 

\ pegawai) V I 

3. I Solvabilitas (Total pendapatan LC I 1.()29 

opera.s10nal I - pendapatan DAF.:: i 

i ___ !~L--O_i /~al beba,1 LO. I ' 
Solvabilitas Jk. I {:i{as dan setara kas - I 15.027 

i i:::1vestasi jangka I 

. 4. 

Pendek 

! pendek)/ kewajiban i_ :I: 

I . ___ I Iancar ~ 
: 5.--rs-ol;abilitc~;-· Tl To-ta_l __ a_s_s_e_t __ tetap. i 4,478,66S,646,37S.90::: I 
I II • 1 • ., ··t . ·. I I 

· 
1 '~1.r1°Ka n'"',-lJ~:n1g ·1 .&C\Jv"a_Jl aE Jang.Ka I : i .)'• t:, . 1-•Cl•. •--- ·' 

! ! _______ I pc:nja~g ____________________ I 
16. ! ~olvabilitas 1 '::"·otal asse·.:: tetap' i 1,234,486.372 j 

i I iayanan jumlah penduduk I ; 
l_ ____ _j__________ . ----- ______ : ··---------------·-···----_J 

Selanjutnya., apa1}i]a seh:.ruh provir:si telah dJ:itung kondisi ~euang;::._n 

dengan menggunakan ru□us di atas (Kemandir:.an keu.a.ngan, Fieksibilitas 

keuangan, Sc,hra.bilitas operasional, Solvo.Dilitas .Jk. Pendek, Soh'abilitas 

jangka pa.njang, Solvabi.:.itas layanan), maka dapat ditentukan ras10 

masing-masiJ.lg p::::o-vinsi. R2sio terse~Tut dit1..:.acgka.n dalam tabei yang 

selanjutnya diurn.tkan berdasarkan daerah r:·ovinsi yang akc.n diuk.1r 

indeks kondisi kcuangan.cya. 
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Contoh penyajian hasil penghitungan rasio Kemandirian keuangan, Fleksibilitas keuangan, Solvabilitas 

operasionai, Solvabilitas ,Jk. Pendek, Solvabilitas jangka panjang, Solvabilitas layanan untuk 1 provinsi (provinsi 

N) berdasarkan simulasi pada Tabel 5.3. Selanjutnya hasil penghitungan rasio masing-masing indikator untuk 15 

provinsi dapat digambarkan pada contoh simulasi tabel berikut: 

Tabel 5.4 

Penghitungan Rc1s10 mas1ng-masjng indikator untuk 15 provinsi 

1-----~-----·- ] -----=i: --- So]vFthiiitns 

II - J' Kemandirian Fleksibilitas \ SolvabiJitas . Solvabi1itas Jangka 
No Provin~i :::J ,J::m13k:::i \ Solvabilitas Layanan 

/ - 1 • Keuangan KeEangan Operasional I Panjang , 

I_:_ \ _____________ -~--- _______ _J Pendek ----+----- \ 

.11 -rProvi":~A ___ I 0~167 ~1~932 j 1,168 -~-o,_s~~---- 6_1~92~ ~ 2842520,479 ---

12 __ i FTOrns1 B JO,:~-~--- I- 3 ,2 ~8 4,026 ~ ,2~2 884872814 1283 ,000 --1602~8 I ,613 

1 3 1Provms1 C J 0,,25 13,881 I 0,874 --",7~4 86,236 ___ 
1 

1193059,845 I . r-~ -1- Provinsi D -r0,448 --- - ., 3;::iT7 -----·t 0, 787 -·--- -3:226 27849490579767,700 ! 4678524, 170 -~ 

-~~-~-o~in8-i_~--- \~,~03 -·- :J,9!1tJ --- l,'2hl ----- l:]<J<J__ rJ3[110919'/30'i,J,:3'/() 1'2R7[)0,],22() --1 
6. \ Provinsi F t0,387 i 2,194 1,287 0,031 -- 111358'7070979:3,300 136r/000,705 ---1 

,-;...,--- I ••• ----- ---,---- I ----·-·- -- •. _-- -------- ----:-------- --;:::; - ·-. _____ I 
i , ___ I Provms1 G 0,31.t 12,791 1,070 4,006 3464,961 ---+-1417573,401 

1-8 __ -~~insitJ-=- 0,424 ___ ]·2:sss·- -- ~865 ---- 0-,390 4150376776460,520 1-432750,908 

lrq--·- !_Pr.'.)~~~~~i 1_____ 0,2
1
~~-------'~,6~0-·-· 0,9~2 1,888 ---- 3401~{)n88?,7S89,1_9o ·12573586,085 

10 1-Provin~i ~J 0,'.1'/0 I :°i,h4 7 1,180 0,228 '/'.26,611 1695019,908 

~~I ~~~ov~n;{ K - 0,686~--~-12(112 1,438 9.iCJQ==- iiso,CJg8 __ I 33926021,704 
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------- --- -- ,------------ _T _______ --------, - --------- r-
j . . 1 _ • • • • • I Solvabilitas , .. 

No Provin:::.i I Jangka ii Solvabilitas Layanan 
! Keuangan I Keuangan 

I 
Operasional Panjang 

!I J: Kemandinan I Fleks1b1l1tas Solvab1htas 1 ~o-lvab1htas Jangka i 

J I I Pendek__ ______ , 

1--~~-=-t~n-;-fi--___ I o~6 J s __ i? ;ssg·--- i o,795 6,~=-~------·:_ ·1-~496786s6238o,9o~-~~ 354:29 __ 1,_9_6_5 ___ _ 

13 i Provinsi M to,588 r 4,749 1,097 1,413 22862202220507,400 642314,185 
·-·r- r--------------------·«·--- ---··-- --···--·---,- ---

14 ~rovinsi N . I 0,4:29 J 4,517 I 1,029 I 15,027 4478669646379,900 123448b_,3_'_12_. ___ _ 

15 1 Provinsi O i 0,634 4,101 i 0,996 · j 1,006 7903,066 496390,605 
I ! ! _________ _ 

!---- \ Min ·_ · ------, 0, 167 ----- :,i, 194--j 0,787 0,031 86,236 35429 J ,965 

L __ ] Ma: _______ fo,tbt) _ ----~~~-~------- 4,026 __ lS,027 j 278~~~r19057976~~70~- / ~~q~n0?1,704 

Keterangan: 

· l. Penghitungan rasio u11tuk provinsl N pada nomor 14 diiakukan menggunakan data pada tabel 5.2. 

? Penghit1.1rigan rasic untuk 14 provinsi. lain disesuaikan dengan rnenggunakan rumus pada tabel 5.3 yang sumber 

d8tanya cli~cs1..1aikan deng::m datf., pada tabei 5.2 dan dat2. pendud1.1k di daerah yang bersangkutan. 

3. Nihi minimum pada tabel 5.4 terse1Jut dipcrolch dari nilai tcrcnJah dari data rasio 15 Provinsi untuk c;;;etiap indikator 

µada kondisi kcuangan (yang diob8erv:.l~i ~eli.-lm,,1 pt"'l ii Hie pcng~111f11,m). 

-· 4. Nilai maksimum pada tabel 5.4 tersebut dipercleh dari nilai tertinggi dari data rasio 15 Provinsi untuk setiap mdikator 

(yang diobsei-vasi selama peno<le pengamatan}. 



Berdasarkan ::1.asil penghitungan ras10 15 Provinsi diatas, rnak2. dap2.t 

dilakukan penghitungan :ndeks rasio provins1 pada indikator i dengan 

rnenggunakan rumus: 

I d k R 
. . (rJ!a; aktual pada pe~hitungan r2s10 -nilai minimal pada rasio te:rsebu:' n e s as10 In= ---------- -

(nilai maksirr:,d-:iilai minimal) 

in= Indikator n 

(il= kernandirian Keuangan, i2= fleK:sibilitas keuangar.. 

soivabilitas operasior:.al, i4= solvabilitas jk. pendek, i5= solv3.bili:as 

jangka panjang, dan 16= solvabili:::as layar:an}. 
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. Cuntoh h8sil simulasi ccnf.2:hitung-.,an indeks rasio untuk 15 Provinsi sebagaimana nada tabel berikut ini: 
.J, L..i L ,1 

Tabel 5.5 

Penghitungan Indeks Rasio untuk 15 Provinsi 

[ ----1 . . :-·-·- -Kema~·dirian 1 ·--Fleksibilita:Sc·T-~ S!olvabilita;-~olvabilitas Sol~~bilitas r--Sol~~bilitas 
I Nn ! Provms1 
I · ! Kcuangrm · Keuangan · Operasional Jangka Pcndek Jangka Panjang Layanan 

[~---~[t~~~~~ ;-i-A--_--_-_-_-,..·-_c_J_,o_o_· t_)_ -- l ,000 __ -_--_-,-_-_-_-_r_o_, _1-_1s_·~~=---- ~Eo ,05-2 ---·-i·o-,u-,o-o-----7-0-,07 4 
1 

2 i Provinsi B 0,593 0, 189 i 1,000 0,078 o,:) 18 0,007 
____ ! __________ -+---- _J ____ -----+---- ---------------
3 l Provinsi C 0,497 0.294 i 0.027 ,

1 
0, 182 0.000 0,025 

I I ___ ' ' ___ -----+-· _, ____ _ 

I ! I 

j 5 / Provinsi E 0,379 0,307 0, 146 0,098 0, 156 0,027 
j--------+----- --- -- -------· --+----- ---
1 6 / Provjnsi F 0,424 0.000 0, 154 0,000 0,400 0,030 I 

iJ -· lPro~ins;-<} ___ ! 0,277 --- ·- 0, 101+ - ···· 0,088 ·- ---- · 0,26-5 -- 0,000 0,033 ~ 
t.,_ ____ i ________ ,, _____ ·_ --- ----------~----------------··f---·---------~------- . --·--··------ - _____ , 
! 8 1 Provinsi H 0,49~ i 0, i2l ! 0,024 0,024 

1 

0, 149 I 0,002 1 

~~v~1si I__ 0,246 Jo?""_ ______ jo:lYlii-- . U,l'.24 _ r,), 1 '!'),-, - --- I 0,066 

i HJ l Provinsi J 0,392 i 0,253 0, 121 0,0] 3 -~-6,ooo I 0,040 l 1 l -. Pr;,vinsi K - ____ 1_:..:iou ·- _· -J-o,043-- . -- 0~01 ---~G 11 . i 0,000~--~~----h-:-o-o-o--· 

! lJ i Provms1 M 0,81 J i 0,44::-) 
1 
o,oqo 0,092 0,821 0,009 

~----· _ _J ___ - '·- __________ L___ -----·-··---· - +--· -- ------•--f----------- -------· 
i 1 Ii ! Provmni N 10,506 I 0,40:') I 0,075 11,000 
:-- --- 1-- ---··--·-··---··---- ·- -·· --··- .... -,--·-- . ---- ·-··· ----- -
! 1:::) ! Provm,~1 u 0,900 ! 0,332 I 0,0G4 I 0,065 
, I ________ __.__ ________ . __ J____ _ ____ J . ·---·-··-- ~1 ______ . 

0,161 0,026 

0,000 0,004 



- 46 -

Keterangan: 

1. Untuk menghitung_Indeks rasio h Provinsi 

N co,429-0,167) =0,262 = O,S06 
(0,686-0,167) 0,519 

2. Penghitungan indeks rasio i lainnya dan indeks rn.s10 untuk lL Prcvinsi 

J.ainnya, mengikuti contoh penghitungan indeks rasio Provins::. N. 

Selanjutnya untuk rnenghitung IKK Provinsi ~ diperoleh dari rata-rata 

indeks Provinsi N. Sebagai.mana contoh simulas1 ·::)erikut ini: 

Penghitungan IKK Pr:)Vinsi N 
0,5cl6+0,40 5+0,C:-5+ 1 +0,161 +0,026 

C 

2,173 = 0 362 
6 I 

Bobot yang diberi_ka:i unti..1k dimensi koncfo:;i keuangan daerah adalah 15, 

maka hasil penghJtungan IKK Provinsi N dikali -:lengan bobot adalah: 

-KKF . "IT ·15 1c:: r·~c·)-,...4'-< ~ rov1ns1 '-i x _ = ...., x _ .Jo_. ~ ::::i, v. 

6. Opini BPK (D. 6) 

Pemberian opbi atas LKPD dilakukar: oleh BPK sesuai dengan 

amanat peraturan :;::>erur:dang-undangan. Um:-1k memberikan opin:. atas 

LKPD anta.ra lain harus sesuai dengan star.dar akuntansi, kecukupan 

bukti, sistem pengendali2_n internal, dan ketaaxan perundang-und2.ngan. 

Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, mua dalam penguku:::-ar: skor 

dimensi opini BPK diperdeh dengan ca.ra: 

l. Apabila pemerintah daerah :nemperoleh ::r;)m1 V✓TP secara 3 ::.a::iun 

terakhir berturut-nuTi.t akan diberikan sk::::r i. 

2. Apabila perner::.ntah daerah me:nperolet. :::ipini \-VTP secara 2 tahun 

(dalam masa 3 ::ahun terakhi:- berturut-turut akan dibe:-ik:2.r. skor 

2/3 (0,667). 

3. Apa bila pemerintah daerah memperolel: opini \VTP secara 1 tahun 

(dal2.m masa 3 tahun terakbir berturu:-tur1-1t aka.n diberikan skor 

1/3 (0,334-). 

4. Apabila pemerintal-:. daerah men1perolet. opini disclaimer diber::.kan 

skor 0. 

Contoh: Provinsi N selama 3 tahun tern~hir secara ber-=7-.:i.n:t-::·.irut 

memperoleh opini WTP, :naka dih:"'.ri skc-r tertrgg1 yaitu L 

Bobot dimensi opini BPK adalah 15. 
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Selanjutnya, untuk □enghitung :ndeks dirnensi opini BPK atas LKPD 

adalah skor x bo bot. 

Hasil pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah si<:or x bobot = 1 

X 15 = 15. 

7. Indeks PengelolaEn Keuai:gan ::Jaerah (IPKD) 

Pengukuran IPKD cilakc:.kan der:gan menJt.·_r::lah seluru:i l:asil inde~s 

dimensi. Sehingga hasJ pengukur2.n IPKD sebag&.:mana tabel cerikut ini 

Tabel 7.1 

:-Iasil Pengukuran IPK::J 

i No[ Dimensi 

! 1 1 Kesesuaian dokumen 
I 
' perencanaan 

Indeks 

f:.66 ' 

I 
I 

I penganggaran (D. l) \ ) 

I 2 I Pengalokasian ar:.ggara.n r 20! 

Total Indeks IP::(]); 

= D 1 +D2+D.3+D.4+D5+D6 
I belanja dalam APBC (D.2) j. 

3 Transparansi pengelolaan 5.955 
i = 5 .66+20+5. 955+20+5.4.3+ 15 

\ i keuan-~ar~~-~-~---- - ---------------~ == 73.045 
J 4 I Penyerapan anggaran (D.4) , 2(1 i 
f-----j--------------------- __ J__ __, 
/ 5 i Kondisi keuangan daerah j 5.43 ! 
I I I 

I I (r -· I I ~±J~::i BPI~~:~)·------- l ___ 15 -1 
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B. PEMERINGK.,\TAN DAN PENGATEGORIAt-: BERDASARMN HASIL 

PENGlJKURAN IPKC 

Setelah seluruh p::-ovinsi ata-L-. kabupate:::./~ota telah diketal:ui r:.ilai 

IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking ·x:-dasarkan :1ilai IPKD dari 

yang tertinggi hi::1.gga yang terendah. -=:cntoh rekapitulasi ha.sil 

pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagairr:.ana pada tabel berikut bi: 

Tabel 1 

Pemeringk:2.tan Daerah 

NO ! PROVINSl IPKD I 

7S 424 • =1 ·• 

1 Provinsi A 

2 Provinsi B r; 325 

3 I Provinsi C 78.4L5 

4 I P::-ovinsi C 78.213 
i --·--

5 i P::-;vinsi E T:.6L2 
- ! 
6 I Pcovinsi F 75.732 

7--- P:-ovinsi C-
---------

I 70.450 
--------i P:::-ovinsi E \ 1s .6L 1 

9 P::-ovinsi I 175 .431 
1-----1----------_____ ...-;... ________ _ 

10 P:·ovinsi J I '7,!::. .235 

h~~-- P:-ovinsi K ·-----11-7
7

_:_, . __ 

9

1_

4

2_3

3

. ----------

i 12 ! P::-ovinsi L ~ 
' 

~! _-13-tco_.v_j1_:1s_i_-l\_1_----------l-l--7_2_._s_6_o ··----
[ 14 Provinsi I'." 7'.':.C:45 

---------------l--------·---
1 15 Provinsi C 72.150 
I . 

t 1 s ! P~~~~fi;si F 72.0~5 
-··-------·----- -+---------

l 7 I P.rovi:nsi ( 6.5.323 
----- _______________ __,__ __________ _ 

18 Provrnsi R 6C.786 
I 

\19-- Prov:nsi S SS .893 
~ --- ·----- 1..--~-- ----
1 20 --- . 'I '1' ,i:::.~_,-,l86 1 Prov:n.s1 · - ✓ 
, I ---- --·-----------·1-----

:
1 MEAN ,..,, ~os 
' -- /IL.I 
I S'TT:F .. r ____,I _____ _ 
t .J.,'v . 6.544 
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Setelah data tersusun p1:;riLgkatnya kemudian dihiL111g nLai rata­

rata/ nilai tengah ,MEANJ <iari keselurub&...D. nilai J.PK::J dan staLdar 

deviasi/ simr:ang bak:.1nya (STDi~\7
). Dari tabd di a.tas diket:ahu:. MEAN= 

72.708, dan STDEV=6.544. 

Pengkategc,riar:. hasil IPKD dilaku kar: berdasarkan karaktecstis 

distribusi normal. I?KD dikategor:.kan B.A~K bila nilai =PK=> daerah 

tersebut lebb besar c.ari nilai MEAN+(l x staadar deviasi). Kemuclian, nilai 

IPKD dikategorikan PERLU PERBAIKAN jik2. nilai IPKD berada dian::ara 

nilai MEAN-(1 x st2.ndar deviasi) dan M3_.1\_.,,H(l x s::a:-:.dar deviasi). 

Terakhir, nila.i IPKD dikategorikan SANGAT ?ERLU PERBAIKAN bila nilai 

IPKD kurang dari MEAN-(1 x stanjar deviasi.). 

MEAN+(l x STDEV)= 72.7084·(1 x 6.544)=79.252 

dan MEAN-(1 x STDEV)= 72.708-(1 x 6.s.i4)=66.16L"L 

Berdctsarkan ha.sil si□ulasi penghitungan IPKD pada 20 provinsi tersebut 

di atas, :maka diten::ukar:. kategor: penilaian IPD sebagaims...[ta pada tabel 

berikut: 

Tabel2 

Pengkategorian IPKD untuk 20 Provinsi 

i NO 1 . p~~q-----IPKD. KATEGORI7 

11 I Prov.x1s1 A i 79.424 I J 

r-2 .. I Provinsi E + __ -:7_9 ___ --3:2:s::~:~~==-~==== aa_i_k --~ 

~-i Provins_i_c _____ 7_8_._4_4_s ______ ---1
1 

~4---- Provins: C 78.213 
i 
l C:~ i ,) 
1-----l----------------------------, 

I 6 Provinsi F ! 76.7:32 t~~: Provinsi G J_7_
1

t_·1._4_5_o ______ ----il 

~------~~rovH~-~1 ~~ ___ J~ .641 -~ 
I 9 Provin~i_ I_ ! 75.431 I 
' I . 

----------·ii Perlu 10 Provinsi ,J I 74.235 
I, ___ _ I 74.123 Perbaikarr 

Provins~ E 77.642 

r- 1. 1---- Provins;_ K 
!-----------+-------·-·----
1 12 Provinsi L j 73.943 

t~_J_Provinsi M- 1-73.560 · 
! 14 i Provin.si l,', 73.045 
L _____ J_ -- ---

--------1 I 

. I __ 1_ ___________________ I 



~ 

NO PROVINS! 

15 Provinsi 0 

16 Provinsi P 

17 Provinsi Q 

18 Provinsi R 

19 Provinsi S 

20 Provinsi T 
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72.150 

72.015 

65.323 

60.786 

59.893 

57.786 

IFKD KATEGORI 

Sangat Perlu 

Perbaikan 

MENTER! DALAM NEGER~ 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMI\f~~-D TITO KARNA VIAI.J 

Salinan sesuai de::gan aslinya 
·ro H1_1k 


